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Tumbuhnya Kesadaran masyarakat untuk melakukan transaksi secara syariah
telah meningkat, dipengaruhi oleh pemahaman agama tentang larangan riba,
gairah keislaman yang tumbuh, dan keinginan mendapatkan investasi halal.
KSPPS BMT AL FATH IKMI adalah lembaga keuangan syariah yang men-
jalankan operasi berdasarkan hukum syariah, menawarkan produk tabungan
dan pembiayaan, serta mengelola baitul maal. Studi ini bertujuan mengungkap
pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT AL FATH IKMI,
dengan berlandaskan pada fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 dan
Mikyar Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Syariah
No.13 tentang mudharabah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan
mudharabah di KSPPS BMT AL FATH IKMI pada periode 2019-2023
telah sesuai dengan pedoman syariah sesuai fatwa DSN-MUI. Penelitian ini
memberikan wawasan penting mengenai kepatuhan dan efektivitas pembiayaan
syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

The awareness of the community to engage in Sharia-compliant transactions
has increased, influenced by religious understanding about the prohibition of
riba (usury), growing Islamic fervor, and the desire to secure halal investments.
KSPPS BMT AL FATH IKMI is a Sharia financial institution that operates in
accordance with Sharia law, offering savings and financing products, as well as
managing baitul maal. This study aims to reveal the implementation of mud-
harabah financing agreements at KSPPS BMT AL FATH IKMI, grounded on the
DSN-MUI Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 and the Accounting and Auditing Or-
ganization for Islamic Financial Institutions Standard No. 13 on mudharabah.
A descriptive analysis methodology was used. The findings indicate that the
implementation of mudharabah financing at KSPPS BMT AL FATH IKMI dur-
ing the period 2019-2023 has complied with Sharia guidelines according to the
DSN-MUI Fatwa. This research provides important insights into the compliance
and effectiveness of Sharia financing, supporting the sustainable growth of the
Islamic economy.

This is an open access article under the license.

cMol

Journal homepage: https://journal.pandawan.id/mentari



2 a E-ISSN: 2963-4148 | P-ISSN: 2963-4423

1. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim dan populasi mencapai 280,73 juta jiwa pada akhir
2023, menawarkan peluang besar bagi produk keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, dan
koperasi. Meskipun perbankan syariah belum mencapai target 5% dari total aset perbankan konvensional, la-
poran triwulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2023 mencatat capaian sebesar Rp.801,68 triliun
[1]. Namun, ada tantangan signifikan seperti pemahaman yang belum merata tentang prinsip syariah, terlihat
dari praktik akad yang belum sepenuhnya sesuai standar syariah, dan rendahnya penyerapan pembiayaan mud-
harabah [2]. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan mendalam terhadap desain dan implementasi produk
keuangan syariah serta dampaknya pada pertumbuhan ekonomi syariah. Perkembangan lembaga keuangan
syariah yang semakin pesat menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui apa perbedaan mendasar antara
lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional [3]. Salah satu perbedaan yang sering
dikemukakan oleh para ahli adalah bahwa lembaga keuangan syariah harus memiliki Underlying Transaction /
dasar transaksi yang jelas, dimana uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya, tanpa adanya
dasar transaksi, seperti jual beli yang akan menghasilkan margin, sewa menyewa yang akan menghasilkan ujroh
dan penyertaan modal dalam bentuk mudharabah yang mendapatkan bagi hasil [4].

Secara etimologi, istilah mudharabah berasal dari ekspresi Arab ’adh-dharbu fil ardhi’, yang secara
harfiah berarti "berkelana di atas bumi untuk berdagang’ [5]. Dari perspektif syariah, mudharabah diartikan
sebagai penyerahan modal oleh satu pihak kepada pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mengelola
modal tersebut, dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan rasio yang
telah ditentukan sebelumnya, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika tidak ada kelalaian
dari pengelola atau mudharib [6].

Mudharabah secara teknis merupakan suatu bentuk kerjasama bisnis di antara dua pihak, dimana
shahibul maal (pemberi modal) menyediakan seluruh modal dan mudharib (pengelola) bertugas mengelola
bisnis tersebut [7]. Keuntungan dari usaha ini dibagi berdasarkan persetujuan yang telah disepakati, sementara
kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kecerobohan dari pengelola. DSN-MUI mengklari-
fikasi melalui Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa mudharabah adalah sebuah akad kerja sama usaha yang
melibatkan dua pihak [8]; pihak pertama menyediakan modal penuh, sedangkan pihak kedua, yang berperan se-
bagai ’amil’ atau mudharib, mengelola usaha tersebut [9]. Hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan
yang telah disepakati dalam akad, yang menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

1.1.1. Hikmah Memberikan Mudharabah
Terdapat beberapa hikmah dari pelaksanaan mudharabah, antara lain [10]:

1. Uang tidak akan bertambah jika tidak diinvestasikan dalam suatu usaha. Bagi mereka yang ingin mengem-
bangkan uang mereka, tidak boleh hanya menyewakannya karena hal ini dapat menimbulkan riba.

2. Mudharabah mempermudah kerjasama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian untuk mengem-
bangkannya dengan pihak yang memiliki keahlian dalam mengembangkan aset tetapi tidak memiliki
modal yang cukup.

3. Bank konvensional diperbolehkan menyewakan uang dan mengambil keuntungan darinya, yang dalam
syariat dianggap riba dan dilarang. Sebaliknya, mudharabah merupakan skema utama yang digunakan
oleh lembaga keuangan syariah untuk menarik rekening investasi baik mutlag maupun mugayyad, serta
menginvestasikan aset tersebut dalam berbagai bentuk dan aktivitas bisnis [11].

1.1.2. Rukun dan Syarat Mudharabah
Setiap kontrak terdiri dari beberapa pilar yang harus dipenuhi sepenuhnya [12]. Rukun akad mud-
harabah meliputi:

1. Ijab dan Qabul: [jab adalah pernyataan dari pihak pertama yang menginginkan akad mudharabah, sedan-
gkan qabul adalah jawaban setuju dari pihak kedua. Bagi hasil bisa bervariasi, misalnya 50% : 50% atau
40 % : 60%. Pihak-pihak yang dapat mengadakan akad harus memenuhi empat syarat: mandiri, dewasa,
berakal sehat, dan rasyid (mampu mengelola harta dengan baik).

2. Modal: Harta yang diberikan pemilik modal shahibul maal kepada pengelola usaha (mudharib) untuk
membiayai usaha. Modal harus memenuhi beberapa syarat tertentu sesuai ketentuan ulama.
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3. Jenis mudharabah: Terdiri dari mudharabah mutlagah (umum) dan mudharabah mugayyadah (terbatas),
di mana pengelolaannya bisa dibatasi jenis usaha, waktu, atau tempat.

4. Keuntungan: Kedua pihak menerima keuntungan material. Investor mendapatkan peningkatan dana, se-
mentara pengelola mendapatkan bagian dari bagi hasil. Pilar ini sangat penting dalam akad mudharabah.

5. Kerugian: Dalam bisnis, selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Faktor kerugian bisa berasal dari
peristiwa alam atau kesalahan pengelola usaha.

1.1.3. Jaminan dalam Mudharabah

Dijelaskan oleh [13] akad mudharabah bersifat amanah, sehingga sebagian ulama tidak memper-
bolehkan pemilik dana meminta jaminan sebagai bentuk keamanan dalam transaksi hutang dan piutang. Na-
mun, menurut sebagian ulama lainnya, agunan dapat diminta oleh pemilik dana kepada pengelola dana atau
pihak ketiga dalam bentuk agunan risiko. Jaminan ini didasarkan pada asumsi bahwa mudharib mungkin
melanggar ketentuan yang disepakati, yang disebut sebagai jaminan moral hazard atau jaminan terhadap ke-
mungkinan pelanggaran.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah menjelaskan bahwa
pada dasarnya tidak ada jaminan dalam pembiayaan mudharabah, namun lembaga keuangan syariah dapat
meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga untuk mencegah penyimpangan [14]. Jaminan ini hanya
dapat digunakan jika mudharib terbukti melanggar ketentuan akad yang telah disepakati bersama.

Ma’aayiru syar’iyyah Nomor 13 tentang mudharabah oleh Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menjelaskan bahwa pemilik modal dapat mengambil agunan yang
memadai dari mudharib, dengan syarat agunan tersebut tidak dilaksanakan kecuali jika terjadi pelanggaran
yang melebihi batas atau mengubah syarat-syarat akad mudharabah [15].

1.1.4. Kewibawaan Mudharib

Mudharib tidak bertanggung jawab atas pengurangan atau habisnya modal yang diberikan oleh shahibul
maal. Tanggung jawab mudharib hanya terbatas pada kerja keras, pikiran, dan waktunya untuk mengelola usaha
yang didanai oleh shahibul maal [16]. Meskipun begitu, mudharib harus sungguh-sungguh dalam mencapai
tujuan mudharabah agar pemilik modal dapat merasa tenang, karena usahanya dikelola oleh individu yang
amanah dan dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai untuk mencari keuntungan.

1.1.5. Berakhirnya Mudharabah
Akad Mudharabah berakhir apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak atau karena kesala-
han yang dilakukan oleh mudharib [17]. Dampak hukum yang terkait dengan berakhirnya kontrak adalah:

1. Mudharib wajib mengembalikan modal kepada shahibul maal. Jika mudharib gagal melakukannya,
maka ia dianggap melakukan wanprestasi, dan dana tersebut menjadi jaminannya. Dengan demikian,
dana mudharabah berubah menjadi utang yang harus dibayar oleh pengelola.

2. Jika mudharabah terhenti sementara dan sebagian atau seluruh modal berupa barang belum terjual, maka
kedua belah pihak dapat sepakat untuk segera menjual harta tersebut dan membagi hasil penjualan di an-
tara mereka. Atau salah satu dari mereka dapat mengambil barang untuk dirinya sendiri dan memberikan
kepada pihak lain bagian yang adil dari nilai barang tersebut secara tunai. Namun, jika kedua belah pi-
hak memiliki pendapat yang berbeda mengenai perlunya menjual barang tersebut atau menunggu hingga
waktu tertentu, maka harus dinilai apakah ada harapan keuntungan di masa depan. Jika ada harapan ke-
untungan, maka pandangan mudharib yang akan diambil. Sebaliknya, jika tidak ada harapan keuntungan,
maka pandangan shahibul maal yang akan diambil [18].

Koperasi Syariah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 16/2015 memberikan kepastian hukum
dan Tata Kelola LKMS, dimana BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) dikenal sebagai lembaga keuangan mikro
dalam memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dalam menciptakan peluang dan menumbuhkan usaha-
usaha produktif [19]. Berdasarkan data yang dirilis Perhimpunan BMT Indonesia pada tahun 2023, terdapat
351 koperasi, dengan lebih dari 1.311 jaringan kantor, 3,4 juta anggota dan aset sebesar Rp.12,7 triliun [20].

Secara harfiah, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang memiliki dua fungsi utama: Pertama:
Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) berfungsi menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta




4 a E-ISSN: 2963-4148 | P-ISSN: 2963-4423

mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kedua: Baitul Tamwil (Bait=Rumah,
At Tamwil=Pengembangan Harta) berfungsi melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan
investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya [21]. Pertumbuhan BMT membawa
perkembangan pesat dalam kinerja keuangan, dengan peningkatan dana yang dihimpun, pembiayaan yang
diberikan, dan pertumbuhan aset. Masyarakat mempercayai BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang
peduli pada masyarakat bawah dan mengutamakan kearifan lokal dalam layanan mereka, sehingga disambut
baik oleh masyarakat sekitar [22].

BMT sebagai Koperasi Syariah, faktor akad dalam setiap produk yang ditawarkan menjadi bagian
yang sangat vital dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Karena jika transaksi BMT dilandasi dengan
akad yang salah, maka akan menyebabkan BMT terjerumus ke dalam perbuatan yang haram, seperti riba,
zalim dan ghoror, meskipun namanya menggunakan istilah syariah Dengan demikian, setiap transaksi produk
didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Fatwa Dewan
Syariah Nasional. Namun demikian, pelaksanaan akad di BMT belum sepenuhnya mencerminkan apa yang
telah difatwakan oleh DSN-MUI maupun standar syariah yang telah dikeluarkan oleh Accounting and Auditing
Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI), hal ini disebabkan karena fatwa tersebut masih
bersifat global/mujmal, sedangkan kemampuan Sumber Daya Insani (SDI) dalam menginterpretasikan fatwa
tersebut masih kurang [23].

Akibatnya, masih kita jumpai pelaksana akad mudharabah tetapi bagi hasilnya tetap (fixed profit), atau
BMT tidak mau menerima kerugian, ketiga anggota usaha (mudharib) mengalami kerugian meskipun penyebab
kerugian jelas bukan karena kelalaiannya. Salah satu produk penyaluran dana yang dikembangkan oleh KSPPS
BMT AL FATH IKMI adalah mudharabah, yaitu produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil (profit and
loss sharing) namun dalam praktiknya, penyerapan pembiayaan mudharabah masih tergolong rendah, hal ini
tercermin dari jumlah portofolio pembiayaan yang masih kecil, yaitu sebesar Rp.1.447 juta atau sekitar 5% dari
total outstanding sebesar Rp.30,8 milyar [24].

Rendahnya portofolio pembiayaan mudharabah tidak hanya dialami oleh koperasi syariah seperti
BMT, hal yang sama juga terjadi pada perbankan syariah nasional. Menjelaskan bahwa rendahnya portofo-
lio pembiayaan mudharabah di perbankan syariah disebabkan oleh [25]:

1. Kontrak bagi hasil terkait dengan masalah keagenan, yaitu ketika pengusaha tidak memiliki insentif
untuk menyediakan usaha namun memiliki insentif untuk melaporkan keuntungan yang lebih rendah
dari pembiayaan pribadi pengelola.

2. Kontrak bagi hasil membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien. Dalam prakteknya di
Indonesia, jaminan hak milik atas profit loss sharing belum diatur secara tegas dan jelas.

3. Perbankan syariah menawarkan risiko yang lebih kecil dari pembiayaan dibandingkan dengan perbankan
konvensional. Hal ini didasarkan pada konsep mudharabah dan musharakah yang dianutnya.

4. Keterbatasan peran investor dalam manajemen dan dikotomi struktur keuangan dari kontrak bagi hasil
menyebabkan tidak adanya partisipasi.

5. Pembiayaan ekuitas tidak sesuai untuk pembiayaan proyek jangka pendek ketika dihadapkan pada tingkat
risiko yang tinggi (efek diversifikasi waktu pada ekuitas). Dalam kasus Indonesia, banyak pengelolaan
dana perbankan syariah disalurkan melalui sertifikat wadiah bank Indonesia, yang berisiko tinggi jika
pembiayaannya berjangka pendek dan jika bank syariah menyalurkan pengelolaan dana melalui Jakarta
Islamic Index.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan pembi-
ayaan mudharabah di Indonesia, khususnya di BMT AL FATH IKMI. Penelitian akan mengeksplorasi aspek
operasional dan kepatuhan syariah dalam praktik akad di BMT, serta dampaknya terhadap efektivitas pem-
biayaan syariah. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan
rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah
[26].

Diharapkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini dan rekomendasi yang efek-
tif dapat meningkatkan kinerja dan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, serta memberikan
manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
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2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menganali-
sis pelaksanaan akad mudharabah di KSPPS BMT AL FATH IKMI. Metode ini memungkinkan peneliti untuk
mendetailkan proses pelaksanaan serta pengaruhnya terhadap operasional lembaga. Pengolahan data dilakukan
dengan mengkategorikan informasi berdasarkan jenis akad dan membandingkannya dengan data periode se-
belumnya untuk mengidentifikasi tren dan pola yang muncul [27].

Pada Penelitian ini, Data dikumpulkan melalui dua sumber utama:

1. Meliputi laporan keuangan tahunan, laporan operasional, dan kontrak akad mudharabah. Dokumen-
dokumen ini memberikan insight tentang struktur pembiayaan dan kepatuhan terhadap syariah.

2. Wawancara: Dilakukan dengan manajemen senior dan staf operasional KSPPS BMT AL FATH IKMI.
Wawancara bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi dan pengalaman
mereka dalam implementasi dan tantangan yang dihadapi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten, di mana informasi yang rele-
van diekstraksi dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu seperti kepatuhan syariah, efektivitas im-
plementasi, dan kendala yang dihadapi. Analisis ini membantu dalam memahami konteks operasional dan
strategis dari pelaksanaan mudharabah serta dampaknya terhadap kinerja keuangan.

Untuk memastikan keandalan dan validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi data yang
mencakup pengecekan informasi dari dokumen, wawancara, dan sesi review bersama para ahli keuangan
syariah. Pendekatan metodologi ini tidak hanya menilai pelaksanaan akad mudharabah, tetapi juga mengeval-
uasi kesesuaian praktik dengan prinsip syariah dan efektivitasnya dalam konteks operasional dan keuangan
lembaga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.1. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan satu orang atau badan hukum koperasi yang
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta suatu gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluar-
gaan [28]. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang hanya menyelenggarakan
kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain mengelola zakat,
infak, sedekah, dan wakaf [16].

3.1.2. Dasar Hukum Koperasi Syariah adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3549);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal pada Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3744);
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6. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pembinaan Koperasi;

7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan
Pinjam Oleh Koperasi.

3.2.1. Implementasi Perjanjian

Pelaksanaan akad mudharabah dilakukan dengan mengikuti aturan yang tertuang dalam fatwa DSN-
MUI. Hal ini merupakan komitmen KSPPS BMT AL FATH IKMI untuk menjalankan setiap akad yang men-
dasari produknya sesuai dengan syariah, sehingga penerapan syariah tidak hanya sekedar slogan melainkan
kenyataan yang dilaksanakan. Beberapa aturan mudharabah yang telah diterapkan antara lain:

1. Pemberian modal 100% dari KSPPS BMT AL FATH IKMI kepada anggota sebagai mudharib.
2. Besarnya nisbah bagi hasil disepakati di awal dan dituangkan dalam kontrak.

3. Bagi hasil didasarkan pada realisasi keuntungan riil, bukan proyeksi dan tidak tetap. Keuntungannya
proyeksi pembagian hanya digunakan sebagai acuan dalam menentukan rasio.

4. Pembayaran bagi hasil dan modal setelah perhitungan usaha dilakukan.

5. Apabila kerugian terjadi bukan karena wanprestasi, maka menjadi tanggungan pemodal.

3.2.2. Penyerapan Pembiayaan Mudharabah

Penyerapan pembiayaan mudharabah pada BMT AL FATH IKMI masih tergolong kecil jika diband-
ingkan dengan portofolio pembiayaan lainnya terlihat pada Tabel 1 Berdasarkan Laporan RAT Tahunan Tahun
Anggaran 2023, penyerapan baru mencapai Rp.1,447 miliar atau rasio 4,64% dari total pembiayaan sebesar
Rp.31,187 Milyar. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 masih nol. Mulai tahun 2021 diperoleh pembiayaan
baru sebesar Rp.199 juta atau perbandingan 0,75% dari total pembiayaan sebesar Rp 26,5 miliar [29].

Tabel 1. Perbandingan Pembiayaan mudharabah dengan Total Pembiayaan (Dalam jutaan rupiah)
No Pembiayaan 2019 Des 2020 Des 2021 Des 2022 Des 2023 Des

1 mudharabah - - 199,343 179,647 1.447,384
Rasio 0,75 0,57 4,64

2 Musyarakah 66,550 54,550 736,549 6.618,404  5.709,950
Rasio 0,22 0,22 2,77 21,14 18,31

3 Ishtisna 303,935 987,785 1.961,930  2.547,428 3.700,616
Rasio 1,01 4,06 7,38 8,14 11,87

4 Murabahah 21.232,725 17.151,327 18.811,264 17.689,096 16.686,238
Rasio 70,67 70,48 70,75 56,49 53,50

5 Tjarah 8.340,708 6.030,316  4.710,177  4.129,661 3.443,286
Rasio 27,76 24,78 17,72 13,19 11,04

6 Qard 100,324 111,953 168,836 146,795 199,773
Rasio 0,33 0,46 0,64 0,47 0,64

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT AL FATH IKMI telah berhasil menerapkan akad
mudharabah dengan mengikuti ketentuan syariah sesuai fatwa DSN-MUI. Implementasi ini mencakup perse-
tujuan proporsional bagi hasil antara KSPPS BMT AL FATH IKMI dan anggota sebagai mudharib, serta keten-
tuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemodal selama tidak ada wanprestasi dari pihak mudharib. Meskipun
secara formal kepatuhan terhadap syariah telah tercapai, penyerapan pembiayaan mudharabah dalam portofo-
lio keseluruhan masih rendah, Dari data yang diperoleh, tercatat bahwa penyerapan pembiayaan mudharabah
di KSPPS BMT AL FATH IKMI masih tergolong rendah, dengan total portofolio pembiayaan hanya sebesar
Rp.1,447 juta atau sekitar 5% dari total outstanding sebesar Rp.30,8 miliar pada tahun 2023. Ini menunjukkan
bahwa meskipun ada potensi besar dalam pasar keuangan syariah di Indonesia, masih terdapat hambatan sig-
nifikan yang mempengaruhi pemanfaatan produk keuangan syariah secara optimal.
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3.2.3. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman mendalam mengenai
konsep mudharabah di kalangan anggota, ketidakcukupan pencatatan keuangan untuk perhitungan bagi hasil,
serta kontrak kerja yang seringkali tidak langsung berasal dari pemilik proyek. Selain itu, kemampuan Sumber
Daya Insani (SDI) dalam menginterpretasikan dan menerapkan fatwa syariah masih terbatas [30]. Hal ini me-
nunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi prinsip syariah, yang berdampak
pada efektivitas dan kepercayaan terhadap produk keuangan syariah. Penyerapan pembiayaan mudharabah
dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu:

1. Faktor internal KSPPS BMT AL FATH IKMI yang mempengaruhi:

* Objek pembiayaan baru dibatasi pada proyek yang secara jelas didukung dengan Surat Perintah
Kerja (SPK) dan Pesanan Pembelian (PO).

* Kemampuan SDI dalam menganalisis proyek masih terbatas.

 Pertimbangan risiko yang masih tinggi.

2. Faktor eksternal yaitu kesiapan Anggota dalam mengakses pembiayaan mudharabah masih rendah.
Karena:

* Anggota tidak mempunyai catatan keuangan yang memadai.
* Proyek tidak didukung oleh SPK dan PO yang memadai.

* Anggap prosesnya rumit.

3.2.4. Dampak Terhadap Kinerja Keuangan

Rendahnya penyerapan pembiayaan mudharabah berdampak langsung terhadap kinerja keuangan
KSPPS BMT AL FATH IKMLI, terlihat dari proporsi kecilnya terhadap total pembiayaan. Hal ini tidak hanya
membatasi kemampuan lembaga dalam mengembangkan usaha dan memberikan layanan lebih luas kepada
masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan operasi ke depan. Jika tidak ditangani,
situasi ini dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap keefektifan sistem keuangan
syariah secara keseluruhan.

3.2.5. Kendala Dalam Melaksanakan Akad mudharabah

Kendala dalam implementasi akad mudharabah juga terjadi akibat perubahan spesifikasi proyek oleh
pemberi kerja dan keterlambatan pembayaran, yang sering kali menyebabkan gangguan dalam cash flow dan
meningkatkan risiko kredit. Kondisi ini memerlukan penyesuaian strategi oleh KSPPS BMT AL FATH IKMI,
baik dalam hal seleksi proyek maupun dalam manajemen risiko. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain:

1. Adanya perubahan spesifikasi proyek oleh pemberi kerja, khususnya untuk proyek konstruksi, menye-
babkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek.

2. Proyek telah selesai sesuai rencana namun pemberi proyek tidak segera membuat pembayaran kepada
Anggota, akibatnya Anggota tidak dapat melakukan pembayaran ke KSPPS BMT AL FATH IKMI sesuai
batasan waktu dalam akad. Jika penundaan berlanjut selama beberapa bulan, kolektibilitas pembiayaan
akan turun dari status lancar menjadi kurang lancar dan terhenti.

3. Pengaturan kolektibilitas mudharabah yang berlaku saat ini tidak mengakomodasi keterlambatan pemba-
yaran penyedia proyek, sehingga meskipun keterlambatan pembayaran tersebut bukan disebabkan oleh
Cidera Janji Anggota, namun kualitas pembiayaan yang terus menurun menyebabkan laporan pembi-
ayaan Anggota menjadi kurang bagus. Regulator dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM harus
memberikan keistimewaan kriteria penentuan kolektibilitas pembiayaan mudharabah.

3.2.6. Potensi Peningkatan

Berdasarkan temuan ini, terdapat peluang besar untuk meningkatkan pemanfaatan pembiayaan mud-
harabah. Peningkatan pelatihan dan edukasi bagi anggota tentang keuangan syariah, terutama konsep mud-
harabah, bisa menjadi langkah awal yang efektif. Selain itu, meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan
keuangan dapat membantu dalam proses perhitungan bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Peningkatan
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kapasitas SDI untuk lebih memahami dan menerapkan fatwa syariah secara tepat juga akan membantu dalam
mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik. Pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi dan
inovasi berkelanjutan dalam produk dan proses di lembaga keuangan syariah untuk mengatasi hambatan opera-
sional dan meningkatkan efektivitas penawaran produk syariah di pasar.

4. KESIMPULAN

Implementasi akad mudharabah di KSPPS BMT AL FATH IKMI telah menunjukkan ketaatan ter-
hadap aturan yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Hal ini merupakan langkah positif
yang menegaskan komitmen lembaga dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan-
nya. Namun, meskipun kepatuhan ini telah menjadi landasan yang kuat, masih diperlukan upaya berkelanjutan
untuk meningkatkan kualitas implementasi akad mudharabah guna memastikan kesinambungan dan perkem-
bangan lembaga keuangan syariah, termasuk BMT lainnya.

KSPPS BMT AL FATH IKMI memegang peranan penting dalam mengembangkan ekosistem keuan-
gan syariah dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan Islam. Tanggung jawabnya bukan hanya ter-
batas pada penerapan akad mudharabah yang baik, tetapi juga pada peningkatan penyerapan pembiayaan
mudharabah. Penyerapan yang lebih besar dari pembiayaan ini akan memberikan dorongan signifikan bagi
pertumbuhan sektor produksi dan ekonomi secara keseluruhan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah
yang mendorong inklusivitas dan keadilan.

Sebagai kesimpulan, implementasi akad mudharabah di KSPPS BMT AL FATH IKMI mencerminkan
komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan. Namun, tantangan tetap ada dalam
meningkatkan penyerapan pembiayaan mudharabah guna mencapai dampak ekonomi yang lebih besar. Den-
gan upaya yang berkelanjutan dan sinergi antara lembaga keuangan syariah, potensi pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan dapat diwujudkan.

SARAN
Dengan anggota KSPPS BMT AL FATH IKMI yang berjumlah lebih dari 21.000 orang, tetapi hanya
sekitar 25% yang telah mengakses pembiayaan, terdapat potensi besar untuk mengembangkan penyerapan

pembiayaan mudharabah lebih lanjut. Namun, ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Untuk mengatasi
kendala-kendala tersebut, KSPPS BMT AL FATH IKMI dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. Memberikan program peningkatan kemampuan Sumber Daya Internal (SDI) dalam melakukan analisis
proyek. Ini akan meningkatkan kualitas pembiayaan mudharabah yang diberikan.

2. Melakukan terus-menerus sosialisasi produk mudharabah kepada anggota dan masyarakat calon anggota.
Ini akan membantu dalam meningkatkan pemahaman dan minat terhadap produk ini.

3. Mengatasi masalah anggota yang telah menyelesaikan proyek namun belum menerima pembayaran den-
gan memperpanjang waktu pembiayaan. Ini akan memastikan kualitas pembiayaan mudharabah tetap
terjaga.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, KSPPS BMT AL FATH IKMI dapat meningkatkan efektivitas dan
dampak positif dari implementasi akad mudharabah, sehingga dapat berperan lebih besar dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
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